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MOTTO

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka

menyukainya atau tidak”1

( Aldus Huxley )

1 http://www.maribelajarbk.web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-skripsi.html
di akses pada tanggal 1 September 2016 pada pukul 14.00 WIB
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RINGKASAN

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda
sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini di
gunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses
pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal
dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia
telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan
para pihak. Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh
penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan
kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Pemberi fidusia (debitur),
memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih,
maka dalam peristiwa seperti itu penerima  fidusia (kreditur) bisa melaksanakan
eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat
1 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang
berdasarkan Ketuhanan Maha Esa, Irah-irah inilah yang memberikan titel
eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan.
Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perjanjian kredit dengan jaminan
fidusia dengan judul: “Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia”.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, permasalahan tersebut
merupakan apa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada perjanjian kredit
dengan jaminan fidusia, bagaimana tanggung jawab yang debitur wanprestasi pada
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan bagaimana cara penyelesaian debitur
wanprestasi pada perjanjian kredit dengan  jaminan fidusia. Adapun tujuan dari
penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan
debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, tanggung jawab debitur
wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan cara penyelesaian
wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Metode yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif (legal research) dengan
pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang (statue approach), dengan
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum kemudian
dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit dengan
jaminan fidusia ada 4 macam yaitu; Pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi
akan dilakukannya; Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak
sebagaimana yang dijanjikan; Ketiga melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia
adalah Pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat
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dinamakan ganti-rugi; Kedua, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan
perjanjian; Ketiga, peralihan resiko; Keempat, membayar biaya perkara, kalau sampai
diperkarakan di depan hakim. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian
kredit dengan jaminan fidusia ada 2 macam yaitu Pertama, Non litigasi yang terdiri
dari negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kedua, Litigasi yaitu dengan cara
penyelesaian pihak kreditur mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan kesimpulan bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak debitur
yaitu melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
yaitu terjadi kredit macet. Kedua, bentuk tanggung jawab yang dilakukan debitur
pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah debitur harus membayar semua
ganti rugi yang diderita oleh kreditur, selain itu debitur juga harus menyerahkan
benda yang menjadi obyek jaminan kepada kreditur. Ketiga, cara penyelesaian
debitur wanprestasi pada perjanian kredit dengan jaminan fidusia yaitu  dengan cara
litigasi atau kreditur mengajukan gugatan perdata di pengadilan Negeri dan
melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sesuai
dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,
dan juga dapat dengan cara non litigasi yaitu kedua belah pihak yang bersengketa
bermusyawarah mencari solusi bagaimana cara dapat menyelesaikan masalah tanpa
harus merugikan kedua belah pihak. Wanprestasi yang dilakukan pihak debitur akibat
kelalaian akan membawa akibat hukum berupa pembayaran ganti rugi, dan penyitaan
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila pihak kreditur sampai
mengajukan ke Pengadilan Negeri maka pihak debitur harus menanggung semua
biaya di pengadilan. Adapun saran sebaiknya pihak debitur harus memenuhi
prestasinya tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang  dibuat oleh
kedua belah pihak dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak
kreditur agar tidak terjadinya wanprestasi. Pihak debitur harus bertanggung jawab
atas perbuatanya dengan cara membayar ganti rugi dan semua utang beserta bunga
yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan  Pasal 1243 KUHPerdata
dan menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia secara sukarela kepada
kreditur berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan
fidusia ini hendaknya diselesaikan oleh para pihak secara non litigasi (secara
kekeluargaan) dikarenakan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional,

merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka

memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku

pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun

badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya

kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang

sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang

diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam kredit.

Menurut D. Y. Witanto lembaga keuangan, baik bank maupun non
bank memegang peranan strategis dalam lalu lintas transaksi bisnis
di era modern saat ini, hampir tidak ada aktivitas bisnis pada zaman
ini yang tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan dan perbankan,
karena sistem transaksi yang dilakukan perlahan-lahan mulai
bergeser dari sistem transaksi manual (manual transaction) ke sistem
transaksi digital (digital transaction) dengan menggunakan
perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet, kenyataan
tersebut dipicu oleh beberapa alasan, antara lain karena sistem
transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan
dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja
tanpa terbatasi oleh ruang dan waktu.1

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan
dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah
memicu lahirnya lembaga-lembaga non bank (LKNB) yang
memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui
sistem pembayaran secara angsuran (kredit), hal ini menunjukkan
bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan
jasa terus atau semakin meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi
peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat
menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang
pembiaayaan dan fasilitas jasa keuangan (finance).2

1 D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjijan Pembiayaan Konsumen,
(Bandunng : CV. Mandar Maju, 2015), hal. 1.

2 Ibid.
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Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan

debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga

jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah

digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk

jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas

dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap

sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang

menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah

mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan

para pihak.

Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam

bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara

kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.3 Penyerahan hak milik secara

kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan Constitutum

Possesorium (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). “Kontruksi

Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepda kreditur

sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (Costitutum

Posesorium) dengan syarat bahwa bilaman debitur melunasi hutangnya, maka

kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitor.4

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh

penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan

kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Pemberi fidusia (debitur),

memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk

ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima  fidusia (kreditur) bisa

melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini di dasarkan

pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia yang berdasarkan ketuhanan maha esa, Irah-irah inilah yang memberikan

3 H. Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia, (Jakarta : Percetakan Penebar Swadaya,
2009), hal.48

4 Munir Fuady, Jaminan Fidusia Revisi Kedua, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2003),
hal.10
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titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan

Pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perjanjian kredit dengan

jaminan fidusia dengan judul:“PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI

DENGAN JAMINAN FIDUSIA”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit

dengan jaminan fidusia?

2. Bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi  pada perjanjian kredit

dengan jaminan fidusia?

3. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan

jaminan fidusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan penelitian yang hendak

dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, meliputi :

1.3.1 Tujuan Umum

a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang

bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Jember.

b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan

hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan

praktik yang terjadi dalam masyarakat.

c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran

yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum

dan almamater.
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1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur

pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia;

2. Untuk mengetahui tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian

kredit dengan jaminan fidusia;

3. Untuk mengetahui cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit

dengan jaminan fidusia.

1.4 Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah suatu

metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan,

mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penulisan

skripsi tidak dapat dilepaskan dari metodelogi yang digunakan. Setiap penulisan

skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan,

maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil

yang sesuai dengan prosedur yang benar. Metode yang sering digunakan dalam

penulisan skripsi ini adalah;

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

penelitian hukum doktrinal atau yang lebih dikenal dengan penelitian hukum

normatif yang disebut juga yuridis normatif (legal research) adalah penelitian

yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang

– undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya

dengan asas-asas hukum yang ada.5

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan

tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai Isu

5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,( Jakarta: Prenada Media Group,2010). Hal.
35.
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hukum yang sedang dicari jawabannya.6 Dalam skripsi ini pendekatan yang

dilakukan penulis adalah pendekatan Undang–undang (state approach).

Pendekatan undang–undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah

semua undang–undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

sedang di tangani.7

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa

bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum

diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan

hukum sebagai sumber penelitian hukum.8

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat seperti peraturan perundang–undangan, catatan-catatan resmi atau

risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.9

Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian

ini terdiri atas :

1. Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3872

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. .

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

6 Ibid, hal.93
7 Ibid, hal.95
8 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta:

Sinar Grafika, 2014), hal. 48
9 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hal.141
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1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan

komentar-komentar atas putusan pengadilan.10

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan

bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti

mengenai isu hukum yang diketengahkan. Di samping itu apabila dalam

penelitian hukum dugunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non

hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna

penelitiannya sebagai penelitian hukum.11

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode untuk menemukan

jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dimulai dari pengumpulan bahan-

bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan

penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki langkah-langkah yang harus

dilakukan sebelum menganalisis terhadap bahan hukum, antara lain sebagai

berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal–hal yang tidak

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dinilai mempunyai relevansi

begitu pula dengan bahan–bahan non hukum;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan –

bahan yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab ilmu

hukum; dan

10Ibid.
11Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Op. Cit. hlm 109.
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5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun

di dalam kesimpulan.12

Berdasarkan langkah-langkah tersebut diatas sesuai dengann karakter yang

dimiiki oleh ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat presfektif dan terapan. Maka

berdasarkan langkah-langkah yang diuraikan diatas akan dapat dicapai suatu

jujuan untuk mejawab permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan terhadap analitis bahan hukum

dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif. Penggunaan metode ini

berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Kedua

premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan. Atau dengan kata lain metode

deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan

mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat

khusus.

12 Ibid, hal. 171
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyelesaian Sengketa

2.1.1 Pengertian Penyelesaian Sengketa

Didalam kamus Bahasa Indonesia, sengketa berarti pertentangan atau

konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang,

kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek

permasalahan. Dispute Resolution biasa disebut “Alternative Dispute Resolution”

adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara

pihak-pihak. Pada mulanya penyelesaian sengketa dilihat sebagai suatu alternatif

dari keputusan hakim, atas suatu keputusan mengenai sengketa menurut hukum.

“ADR (Alternative Dispute Resolution) adalah suatu ungkapan yang
digunakan oleh banyak penulis untuk menguraikan pertumbuhan
yang menunjukkan teknik-teknik yang dapat dipergunakan
menyelesaikan sengketa tanpa keputusan formal, yang diperoleh
melalui arbitrase dan pengadilan. Mekanisme ADR (Alternative
Dispute Resolution) biasanya melibatkan penengah yang adil (tidak
memihak) yang bertindak sebagai Pihak Ketiga atau pihak yang
Netral.”13

Adapun para ahli hukum mendefinisikan pengertian alternatif penyelesaian

sengketa adalah sebagai berikut ;

a. Menurut Gary Goodpaster pengertian alternatif penyelesaian
sengketa yaitu : “Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa
dalam buku arbitrase di Indonesia, setiap masyarakat
memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh
kesempatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan
sengketa dan konflik.”14

b. Takdir Rahmadi mengatakan, alternatif penyelesaian
sengketa yaitu : “Sebuah konsep yang mencakup berbagai
bentuk penyelesaian sengketa selaian daripada proses
peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik

13 I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, 2014, hal. 56.
14 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003),

hal.15
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berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak berdasarkan
pendekatan konsensus. Sarjana lain berpendapat, alternatif
penyelesaian sengketa hanya mencakup bentuk-bentuk
penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan konsensus,
seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Arbitrasi tidak
dimasukkan ke dalam bentuk alternatif, karena arbitrase
berlangsung atas dasar pendekatan adversarial, pertikaian
yang menyerupai proses peradilan sehingga menghasilkan
adanya pihak yang menang dan kalah.” 15

c. Standford M. Altschul dalam bukunya The Most Important
Legal Terms You’ll Ever Need To Know (1994)
mendefinisikan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yaitu
: “Sebagai suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta
yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat
biaya perkara, meniadakan publisitas dan meniadakan
pemeriksaan yang bertele-tele a trial of a case before a
private tribunal agreed to by the parties so as to save legal
cost, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays.”16

d. Phillip D. Bostwick dalam Going Private With the Judicial
System (1995) mengartikan ADR (Alternative Dispute
Resolution) yaitu :“Sebagai sebuah perangkat pengalaman
dan teknik  hukum yang bertujuan (a set of practices and
legal techniques that aims):
a) Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi

keuntungan para pihak (to permit legal disputes to be
resolved outside the courts for the benefit off all
disputants).

b) Mengurangi biaya litigasi konvensional dan
pengunduran waktu yang biasa terjadi (to reduce the cost
of conventional litigation and the delay to which it is
ordinarily subjected).

c) Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya
diajukan ke Pengadilan (to prevent legal dispute that
would otherwise likely be brought to the courts).”17

Ciri utama dari proses penyelesaian sengketa adalah para pihaklah yang

memutuskan hasil dari yang disengketakan, yaitu yang menjadi putusan finalnya.

Prosesnya adalah melalui bentuk-bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa itu

15 I Made Widnyana, Op.Cit, hal. 56.
16 Ibid, hal. 57
17 Ibid.
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sendiri, seperti negosiasi yaitu penyelesaian langsung oleh para pihak yang

bersengketa atau mediasi yaitu dengan bantuan pihak ketiga, dan pihak ketiga

(penengah/intervener) yang tidak menetapkan suatu keputusan, tetapi

menggunakan suatu proses terstruktur untuk membantu para pihakmenyelesaikan

apa yang mereka sengketakan. Pengendalian terhadap bentuk-bentuk penyelesaian

akhir tetap berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa.

Di dalam sistem pengambilan keputusan tradisional (keputusan
melalui peradilan dan arbitrase), pihak pemenang akan mengambil
segalanya (winner takes all). Didalam ADR (Alternative Dispute
Resolution), penyelesaiannya di usahakan sebisa mungkin dilakukan
secara kooperatif. (co-operative solutions). Penyelesaian kooperatif
biasa diistilahkan sebagai “win-win solutions” yaitu suatu
penyelesaian dimana semua pihak merasa sama-sama menang.18

Sampai saat ini, masyarakat dan juga para profesional hukum belum
banyak memanfaatkan jalur non-litigasi untuk menyelesaikan
sengketa yang dihadapinya. Kebanyakan dari mereka masih
terpesona pada penyelesaian melalui jalur litigasi. Hal ini disebabkan
oleh sistem hukum yang berlaku selama ini yang terlalu menitik
beratkan pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Demikian
juga karena mata pelajaran ADR (Alternative Dispute Resolution)
dengan segala bentuknya baru mulai dimasukkan ke dalam
kurikulum pendidikan tinggi hukum kita, lagi pula belum semua
fakultas hukum menawarkannya sebagai mata pelajaran wajib.19

Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) mengartikan sebagai

berikut :

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para
pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi,
negoisasi, mediasi, konsiliasi.”20

18 Ibid, hal.58
19 Ibid, hal. 60.
20 Rachamadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya

Bakti, Bandung; 2013, hal. 10
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ADR (Alternative Dispute Resolution) atau penyelesaian sengketa

merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan suatu sengketa di luar

pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan kesepakatan para pihak

bersangkutan proses ini merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang

dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa.

2.1.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa

Hukum Indonesia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian

sengketa yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa Lewat Pengadilan (Litigasi)

Menurut Suyud Margono pengertian penyelesaian sengketa lewat

pengadilan (litigasi) yaitu :

“Proses gugatan atau suatu konflik yang diritualisasikan untuk
menggantikan konflik sesungguhnya, di mana para pihak
memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang
bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal
(familiar) bagi para lawyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga
yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (to impose) sulosi di
antara para pihak yang bersengketa.”21

Litigasi diartikan sebagai proses administrasi dan peradilan (court
and administrative proceedings). Eisenberg mengartikan litigasi
yaitu : “Sebagai court and administrative proceeding, the most
familiar process to lawyer, features a third party with ppower to
imposed a solution upon the disputants. It Usually produces a
“win/lose” result.”22

Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, dalam batas tertentu

litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat

mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial. Litigasi juga

memberikan suatu standar prosedur yang adil dsn memberikan peluang yang luas

kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan.

21 Suyud Margono, ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor,
Ghalia Indonesia, 2000), hal.24

22 Ibid,
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Selain menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan

untuk didengar, menyelesaikan sengketa, dan menjaga ketertiban umum,

adjudikasi publik juga memiliki kebaikan atau keuntungan dalam membawa nilai-

nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Adapun asas-asas penyelesaian sengketa di pengadilan (ligasi) yaitu;23

a. Asas peradilan cepat adalah menyangkut masalah jalannya peradilan

dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. Hal ini

berkaitan dengan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau atau

proses persidangan diatas, apabila prosedurnya terlalu rumit akan

berakibat memakan waktu yang lebih lama.

b. Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan

dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas,

mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit.

Banyaknya formalitas maupun tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang

sulit untuk dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat

yang tidak seragam, sehingga tidak akan  menjamin keragaman atau

kepastian hukum yang pada gilirannya akan menyebabkan keengganan

atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

c. Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga

dapat dipikul oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan

dan penyelesaiaan perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari

kebenaran dan keadilan. Biaya ringan, maksudnya biaya yang serendah

mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi

akan membuat orang enggan untuk berperkara di pengadilan, mengenai

biaya ringan dalam berperkara, dapat dikemukakan bahwa memang

merupakan suatu hal yang diidam-idamkan.

23 Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, ( ALUMNI, Bandung, 2013), hal.
80
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Adapun beberapa keunggulan dari penyelesaian sengketa di pengadilan

meliputi;24

a. Penyelesaian yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan

sengketa dengan perantaraan pengadilan.

b. Memiliki sifat eksekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat

dipaksakan oleh lembaga yang berwenang.

Kelemahan dari penyelesaian sengketa di pengadilan

a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya dilakukan

dengan menyewa jasa advokad/pengacara sehingga biaya yang harus

dikeluarkan tentunya besar.

b. Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan tentunya harus mengikuti

persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan

sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa menjadi

lebih lama.

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non–Litigasi)

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) / Alternatif Dispute Resolution

(ADR) merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar

pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan

sengketanya. Terkait dengan Penyelesaian sengketa melalui APS (Alternatif

Penyelesaian Sengketa) akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat.

Definisi atau pengertian yang jelas dan komprehensif tentang apa yang

dimaksud dengan lembaga APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa), bukanlah hal

yang mudah. Beberapa ahli telah mencoba melakukannya, tetapi hingga saat ini

belum ada kesamaan.

Menurut Stanfard M. Altschul, mengatakan bahwa APS (Alternatif
Penyelesaian Sengketa)  yaitu :“Suatu pemeriksaan sengketa oleh
majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan
menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas, dan meniadakan
pemeriksaan berlarut-larut.”25

24 Ibid, hal 83
25 I Made Widnyana, Op.Cit, hal. 57
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Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

dirumuskan bahwa “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu

penyelesaian diluar pengadilan dengan cara negoisasi, mediasi, arbitrase,

konsiliasi.

Asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagai

berikut :

1. Asas iktikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan

penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.

2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam

bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.

3. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah

disepakati.

4. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas

menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian

tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian

sengketa yang akan dipilih.

5. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat

disaksikan oleh orang lain karena hanya para pihak yang bersengketa yang

dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Adapun kelebihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi ;

a. Dilakukan dengan dengan berdasar pada kehendak dan iktikad baik dari

para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

b. Tidak dapat dipaksakan pelaksanaanya sebab bergantung pada kehendak

dan iktikad baik dari para pihak.

Kelemahan penyelesaian sengketa di luar pengadilan
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a. Tidak mempunyai prosedur-prosedur atau persyaratan-persyaratan formal

sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya

kepada para pihak.

A. Negoisasi

Negoisasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk

memperoleh kesepakatan di antara mereka. Negosiasi menurut Fisher dan Ury

dikutip oleh Suyud Margono  yaitu :

“Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan
pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang
sama maupun berbeda.Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak
yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiaanya
tanpa melibatkan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang
mengambil keputusan (mediasi) dan pihak ketiga pengambil
keputusan (arbitrase dan litigasi)”.26

Negoisasi merupakan bagian aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti tawar

menawar harga dipasar, tawar menawar ongkos delman atau becak dan lain-lain.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negoisasi adalah suatu proses tarik ulur

dan adu argumentasi yang saling pengaruh mempengaruhi diantara dua pihak

yang berbeda kepentingan atau pendapat mengenai pokok persoalan yang sama.

B. Mediasi

Pengaturan mengenai mediasi di Indonesia, diatur didalam ketentuan Pasal

6 ayat (3),(4), dan (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan mengenai mediasi tersebut

merupakan proses kegiatan lanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh

para pihak.

Menurut Priyatna Abdurrasyid definisi mediasi yaitu :

“Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang
bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator
(seseorang yang mengatur pertemuan antara dua belah pihak atau
lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa
membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan

26 Suyud Margono, Op. Cit, hal 28
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diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa
secara suka rela.”27

Menurut Dwi Rezki Sri Astarini mediasi yaitu :

“Proses penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak yang
bersengketa dengan iktikad baik berusaha mendamaikan sengketa
diantara mereka, dengan dibantu oleh mediator netral, untuk
mencapai hasil akhir yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah
pihak untuk dilaksanakan dengan sukarela.”28

Mediasi terdiri dari 2 (dua) macam yaitu mediasi yang dilakukan di luar

pengadilan dan mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan atau yang dikenal

dengan court connected mediation.

1. Mediasi diluar Pengadilan

Mediasi diluar pengadilan diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengaturan

mediasi secara formal memang baru dilakukan beberapa tahun lalu, tetapi

bukan berarti pola penerapan semacam mediasi tidak dikenal dalam

penyelesaian sengketa masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia

sebenarnya telah memperaktikkan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Mediatornya adalah para tokoh adat, ulama dan tokoh masyarakat yang

beribawa dan dipercaya, sehingga mereka dapat menyelesaikan sengketa

dikalangan masyarakat.

2. Mediasi Pengadilan

Mediasi pengadilan di banyak negara merupakan bagian dari proses

litigasi. Hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian

sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses

pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut dengan mediasi di Pengadilan.

Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh

para pihak untuk bertindak sebagai mediator. Di Amerika Serikat, telah

lama berkembang suatu mekanisme bahwa pengadilan meminta para pihak

27 I Made Widnyana, Op.Cit, hal.116
28 Dwi Rezki Sri Astarini, Op. Cit, hal. 89
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untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi

sebelum diadakan pemeriksaan perkara.

Didalam mediasi terdapat  dua asas penting yaitu sebagai berikut :

1. Menghindari menang “kalah” (win loose), melainkan “sama-sama

menang” (win-win solution). Sama-sama menang bukan saja dalam arti

ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril

reputasi (nama baik dan kepercayaan).

2. Putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan

atas dasar kesejajaran, kepatutan dan rasa keadilan.

C. Arbitrase

Pengertian arbitrase dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa dan doktrin (pandangan ahli). Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 30 tahun 1999 merumuskan arbitrase adalah cara penyelesaian

suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian

arbitrase yang dibuat secar tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Ini berarti,

arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan cara penyelesaian

suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis

dari pihak yang bersengketa, tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan

melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum

dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat

mereka.

Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian
sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh
undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan
sengketanya ketidaksepahaman - ketidakkesepakatannya dengan satu
pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter-
arbiter-majelis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai
hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tat cara hukum
negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian
yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu
untuk mencapai kepada putusan yang final dan mengikat. Oleh
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karena itu dikatakan bahwa arbitrase adalah hukum prosedur dan
hukum para pihak law of procedure dan law of the parties.29

D. Konsiliasi

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbiterase dan Alternatif

Penyelesaian sengketa tidak memberikan definisi mengenai konsiliasi. Menurut

Jhon Wade dari bond University Dispute Resolution Center, Australia yaitu :

“Konsiliasi adalah suatu proses para pihak dalam suatu konflik,
dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsoliator),
mengindentifikasikan masalah, menciptakan pilihan-pilihan,
mempertimbangkan pilihan penyelesaian.”30

Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu

kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa,

proses ini disebut konsiliasi. Hal ini yang menyebabkan istilah konsiliasi kadang

sering diartikan dengan mediasi. Bagaimanapun juga penyelesaian sengketa

model konsiliasi mengacu pada pola proses penyelesaian sengketa secara

konsensus antar pihak, dimana pihak netral dapat berperan secara aktif (neutral

act) maupun tidak aktif. Pihak-pihak yang bersengketa harus menyatakan

persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai

kesepakatan penyelesaian sengketa.31

Konsoliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian dan mendorong

para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi,

dalam proses konsiliasi konsiliator mempunyai peran luas. Ia dapat memberikan

saran berkaitan dengan materi sengketa, maupun terhadap hasil perundingan.

Dalam menjalankan peran ini konsiliator dituntut untuk berperan aktif.

29 I Made Widnyana, Op.Cit, hal.196
30 http://knowledgeisfreee.com/2015/10/bentuk-bentuk-alternatifpenyelesaian.html?m=1/

di akses pada tanggal 19 Maret 2016 pukul 16.00 WIB.
31 Suyud Margono, Op. Cit, hal.29
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2.2 Debitur

2.2.1 Pengertian Debitur

Dalam Pasal 1 angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 42 tentang

Jaminan Fidusia, debitur mempunyai pengertian yaitu pihak yang mempunyai

utang karena perjanjian atau undang-undang.

Debitur disini berarti perorangan yang memperoleh fasilitas

penyediaan dana. Penyediaan dana adalah kredit atau dapat dipersamakan

seperti itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

(Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007)32

Adapun pengertian lain tentang deditur adalah pihak yang berhutang ke

pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan

debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.33 Pemberian

pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak deditur.

Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggang waktu yang dijanjikan,

suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan

penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.

Terkait dengan uraian diatas tersebut, Debitur merupakan pihak atau

orang, badan hukum yang memiliki kewajiban berupa hutang kepada pihak

lain (kreditur) yang mana kewajibanya tersebut memiliki jangka waktu dalam

pelaksanaannya. Adapun kewajiban Debitur tersebut berupa pembayaran

yang harus dilaksanakannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan

kesepakatan yang ditentukan para pihak

Dalam perjanjian timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak

antara debitur dan kreditur yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum

yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum

32 Suwanto, Erlina Dayanti, Pembangunan Database Terpadu Brbasis Web Untuk
Menyediakan Informasi Debitur Bagi PD. BPR/PK Sekabupaten Indramayu, Jurnal Online ICT-
STMIK IKMI Vol 1- No. 1 Edisi Juli 2011, hal. 19

33 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Debitur di akses pada tanggal 19 Maret 2016 pada pukul
16.30 WIB
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dan undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan

kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui

pengadilan.

2.3 Wanprestasi

2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala Wanprestasi, artinya tidak

memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian,

tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu:34

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian;

2. Karena keaadaan memaksa (overmacht/forcemajeur).

Menurut Djaja S. Meliala Ada empat keadaan wanprestasi yaitu
sebagai berikut;.35

1. Tidak memenuhi prestasi.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukannya.

Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun

karena kelalaian, timbul pertanyaan, sejak kapan seorang dibitur dianggap

wanprestasi, jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanakan prestasi

ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat

tenggang waktu yang ditentukan. Walaupun demikian menurut pasal 1238

KUHPerdata, masih memerlukan teguran dari pengadilan (somasi) baru dapat

dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi.

Teguran secara tertulis melalui pengadilan ini sebagaimana dinyatakan

dalam Pasal 1238 KUHPerdata sudah tidak berlaku lagi karena kettentuan ini

telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung

34 Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, (Bandung: Nuansa Aulia,
2012), hal.175

35 Ibid.
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Nomor 3/1963. Oleh karena itu, menurut Subekti, cukup ditegur saja secara

pribadi baik lisan ataupun secara tertulis.36

Adapun akibat hukum wanprestasi sebagai berikut :37

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243
KUHPerdata)

2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan
(Pasal 1266 KUHPerdata)

3. Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan
perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan
ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdata).

Pada pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUHPerdata mengatur

ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal debitur

wanprestasi. Ketentuan tersebut  harus di tafsirkan secara luas, yaitu :38

a) Perkataan “tetap lalai” tidak hanya mencakup tidak memenuhi
prestasi sama sekali, tetapi juga terlambat atau tidak baik dalam
memenuhi prestasi.

b) Pasal-pasal tersebut berlaku bagi tuntutan ganti rugi karena
perbuatan melawan hukum.

Menurut pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi terdiri dari:
a) Biaya; b) Rugi; c) Bunga.
Menurut pasal 1246 KUHPerdata, ganti rugi terdiri dari:
1. Kerugian yang senyata-nyatanya diderita.
2. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.
Dua macam kerugian ini harus sebagai “akibat langsung” dari wanprestasi
(Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdata). Persyaratan sebagai “akibat
langsung” berkaitan dengan teori kausalitas yaitu:
1. Teori conditio sine qua non (von Buri)
2. Teori adequate veroorzaking (von Kries)

Menurut teori conditio sine qua non, setiap peristiwa adalah penting
dan menyebabkan terjadinya akibat. Teori ini terlalu luas, sehingga
sulit untuk dipakai menentukan terjadinya akibat.
Teori adequate lebih terbatas lagi. Menurut teori ini yang dimaksud
dengan akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman
manusia yang normal dapat di harapkan atau dapat diduga akan
terjadi. Dalam hubungan ini, debitur berdasarkan pengalaman yang

36 Ibid,
37 Ibid,
38 Ibid.
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normal dapat menduga bahwa dengan adanya wanprestasi itu akan
timbul kerugian bagi pihak kreditur.39

Wanprestasi atau cidera janji itu ada kalau seseorang debitur itu tidak

dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya melakukan prestasi adalah di luar

kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya

overmacht, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur

itu telah wanprestasi. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara

otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa

wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan.

Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai

dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur

perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib

memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur

tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara

tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi

dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan

Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut

kepada debitur, yang disertai berita acra penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak

resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh

kreditur kepada debitur sebagai peringatan bahwa tenggang waktu atas perjanjian

yang disepakati telah berakhir.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk wanprestasi menurut R. Subekti dalam Johanes Ibrahim

terdapat ada empat macam yaitu :40

1. Tidak melakuakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

39 Ibid,
40 Johanes Ibrahim,”Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian

Kredit Bermasalah”,( Cetakan ke-1, Penerbit refika Aditama, Bandung, 2004), hal.55-56.
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2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan;

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukannya.

Menurut Gunawan Wijaya dalam Ferdy Salim, bahwa bentuk

ketiadalaksanakan oleh debitur dapat terwujud dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya,
2. Dibitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana

mestinya,
3. Debitur tidak melaksanaknnya kewaajibannya pada waktunya,
4. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.41

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu

perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan

dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang

diperjanjikan.

Dalam hal bentuk prestasi dibitur dalam perjanjian yang berupa tidak

berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan

wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak

diperbolehkan dalam perjanjian. Adapun bentuk prestasi debitur yang berupa

berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan

dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap

melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Apabila tidak

ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur

melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang

diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada
debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki
pemenuhan prestasi atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan
dalam pemberi tahuan itu dengan kata lain somasi adalah peringatan

41 Ferdy Salim, Skripsi; Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian
Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat, (Jember;
Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013), hal. 15
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agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tegoran
kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya.42

Dalam peringatan itu kreditur meminta kepada debitur agar melaksanakan

kewajibannya pada suatu waktut tertentu yang telah ditentukan oleh kreditur

sendiri dalam surat peringatannya. Dengan lewatnya jangka waktu seperti yang

dimaksud dalam surat peringatan, sementara debitur belum melakasanakan

kewajibannya, maka pada saat itulah dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi.

Debitur yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa

membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan

resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di

pengadilan. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah

memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada

pihak yang dirugikan.

2.4    Jaminan Fidusia

2.4.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia secara etimologi bahasa berasal dari kata fiduciate, yang artinya

kepercayan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayan sebagai

jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas

benda ini dimaksudkan  hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang

tertentu,dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima

fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.

Menurut pasal 1 angka  1 Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak

kepemilikan suatu benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan

pemilik benda.

42 http://yogiikhwan.wordpress.com/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-
memaksa/ di akses pada tanggal 27 April 2016 pada pukul 20.00 WIB
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Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan

hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar

kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di

tangan pemberi fidusia.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, unsur-unsur fidusia, yaitu:

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda

Menurut hukum perdata, penyerahan merupakan suatu momentum

peralihan hak atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain yang

menerimanya. Jadi dalam artian hukum bahwa penyerahan itu tidak

semata-mata peralihan  penguasaan secara fisik atas suatu benda tetapi

yang lebih hakiki adalah dimana penyerahan itu merupakan perpindahan

hak kepemilikan atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain.

2. Dilakukan atas dasar unsur kepercayaan

Kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan

perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan

nilai yang sama.43

3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Merupakan perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda dari seseorang

kepada orang lain tetapi benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik

benda.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang tetap berada dalam

penguasaan Pemberi  Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap

kreditur lainnya (pasal 1 angka 2 (dua) Undang-undang No.42 Tahun 1999).

43 http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2184805-pengertian-
kepercayaan-trust/ di akses pada tanggal 20 Maret 2016 pada pukul 20.00 WIB
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Prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang

jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.

2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada  jika

ada wanprestasi dari pihak debitur.

3. Apabila hutang sudah dilunasi ,maka objek jaminan fidusia harus

dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.

4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya,

maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.44

Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, pemberi fidusia
adalah orang perseorangan atau kerja orasi pemilik benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia. Penerima fidusia adalah orang atau
kerjaorasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin
dengan jaminan fidusia. 45

Penerima fidusia memiliki hak Prefensi yaitu hak untuk mengambil

pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan

fidusia. Hak prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya Fidusia di Kantor

Pendaftaran Fidusia dan Hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan

atau likuidasi Pemberi Fidusia.

2.4.2 Objek Jaminan Fidusia

Menurut Undang-undang Jaminan Fidusia, benda adalah segala

sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak

berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun

tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek

(pasal 1 angka 4).46

44 Anyta Lydia, skripsi; perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia
berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, (Surabaya; Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2012), hal. 32

45 Dyah Ochtorina Susanti, Materi Kuliah Hukum Perdata,(Jember; Fakultas Hukum
Universitas Jember, 2013) hal.61

46 Anyta Lydia, Op. Cit, hal. 32
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Selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya Jaminan

Fidusia, juga benda yang diperoleh kemudian dapat dibebani dengan Jaminan

Fidusia. Ketentuan ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan

dibebani dengan Jaminan Fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik

pemberi fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia atas benda, termasuk piutang,

yang diperoleh kemudian tidak perlu lagi dibuat perjanjian Jaminan Fidusia

tersendiri.

Dimungkinkannya pembebanan Jaminan Fidusia atas benda yang

diperoleh kemudian sangat membantu dan menunjang pembiayaan

pengadaan atau pembelian persediaan bahan baku, bahan penolong dan

benda jadi.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Jaminan

Fidusia, maka obyek Jaminan Fidusia dapat meliputi :

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;.

2. Benda bergerak berwujud.

Contohnya: kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truck, sepeda

motor dan lain-lain; mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada

tanah/bangunan pabrik; perhiasan;  alat inventaris kantor; kapal laut

berukuran dibawah 20m³; perkakas rumah tangga seperti tv, tape,

kulkas, mebel, dan lain-lain; alat-alat pertanian; dan lain sebagainya.

3. Barang bergerak tidak berwujud

Contohnya: wesel; sertifikat deposito; saham; obligasi; deposito

berjangka; dan lain sebagainya.47

4. Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan baik benda bergerak

berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak

bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Undang-Undang Pokok Agraria menganut asas Horizontale

scheiding (asas pemisahan horizontal), sehingga dapat terjadi bahwa pemilik

47 http://www.duniakontraktor.com/perjanjian-kredit-dan-permasalahannya/.html di
akses pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 08.00 WIB.
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tanah belum tentu (bukan) menjadi pemilik banguann yang ada diatasnya.

Seorang pemilik tanah yang bukan pemilik bangunan yang ada

diatasnya, dapat menggunakan tanah tersebut dengan Hak Tanggungan.

Tentu saja supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, dengan

seizin pemilik banguanan yang ada diatasnya.48

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan

Pemukiman, yang menyatakan bahwa benda tidak bergerak secara juridis dpaat

dijadikan objek jaminan fidusia dengan syarat pemilik benda tidak bergerak

tersebut bukanlah pemilik sah atas benda tersebut.

Terkait dengan uraian diatas, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang berbunyi; ”Kreditur adalah pihak

yang berpiutang dalam satu hubungan utang-piutang tertentu”

Di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak

Tanggungan yang berbunyi;

1. Utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan
dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan
dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan
eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan
berdasarkan perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang
menimbulkan hubungan utang-piutang yang bersangkutan.

2. Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang
berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu utang atau
lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum”

Didalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 Tentang Hak Tanggungan menegaskan bahwa yang dapat dijadikan jaminan

fidusia adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta benda berwujud

maupun yang tidak berwujud yang tetap berada dalam penguasaan pemberi

fidusia. Apabila objek Jaminan Fidusia di daftarkan ke Kantor Pendaftaran

Fidusia sesuai dengan yang di atur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor

42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa pembebanan Objek Jaminan

48 Djaja S. Meliala, Op, Cit, Hal. 142
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Fidusia dibuat dengan akta Notaris, yang kemudian di daftarkan pada Kantor

Pendaftaran Fidusia.

Atas pendaftaran objek jaminan fidusia maka penerima Fidusia akan

menerima Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang

Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai  kekuatan

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Apabila debitor cidera janji

kreditor mempunyai hak untuk melakukan eksekusi sendiri atas objek jaminan

fidusia yaitu dengan melakukan pengambilan dan menjual objek jaminan fidusia

atas kekuasaan sendiri.

2.4.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang

semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat

dilakukan oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk

memberikan sesuatu yang semestinya dibiarekan atau diberikan oleh pihak

tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain.

1. Hak dan kewajiban penerima fidusia.

Adapun Hak penerima fidusia terdiri dari :

a. Mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan

fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur wanprestasi

b. Apabila benda jaminan fidusia berupa benda persediaan dan benda

tersebut dialirkan oleh pemberi jaminan, maka apabila pemberi fidusia

wanprestasi, hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena

pengalihan demi hukum menjadi obyek fidusia pengganti dari obyek

jaminan fidusia yang dialihkan.

c. Mempunyai hak didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil

penjualan benda jaminan fidusia, terhadap kreditur lainnya. Jadi

penerima fidusia menjadi kreditur preferen. Hal ini tidak hapus karena

adanya kepailitan dan likuidasi pemberi fidusia.
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d. Mendapat klaim asuransi bila benda jaminan fidusia yang di

asuransikan musnah.

Terkait dengan Kewajiban Penerima Fidusia yaitu :

a. Wajib mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia.

b. Bila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam

sertifikat jaminan fidusia, wajib mengajukan permohonan pendaftaran

perubahan tersebut kekantor pendaftaran fidusia.

c. Memberitahukan hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan

pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

d. Wajib mengembalikan kelebihan uang kepada pemberi fidusia apabila

hasil eksekusi benda jaminan fidusia melebihi nilai penjaminan.

2. Hak dan kewajiban pemberi fidusia.

b. Hak Pemberi Fidusia:

Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi

obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam

usaha perdagangan.

c. Kewajiban Pemberi Fidusia:

a. Dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan
fidusia yang sudah terdaftar.

b. Wajib mengganti benda persediaan yang telah dialihkan
dengan obyek yang setara.

c. Dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan
persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

d. Wajib menyerahkan benda obyek jaminan fidusia dalam
rangka pelaksanakan eksekusi.

e. Bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar apabila
hasil eksekusi benda jaminan fidusia tidak mencukupi untuk
pelunasan utang.49

49 Dyah Ochtorina Susanti, Op. Cit hal.63-64
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Berdasarkan penjelasan diatas pemberi fidusia memiliki 4 kewajiban

yang harus dilaksanakanya kepada penerima fidusia pada pasal 17 Undang-

undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menegaskan kepada

pemberi fidusia agar melaksanakan kewajiabanya, adapun pasal 17 Undang-

undang Nomur 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa

Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan fidusia

yang sudah terdaftar.

Keuntungan atau kelebihan lain yang diperoleh kreditur menurut
ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia yaitu bahwa kreditur atau penerima fidusia memiliki
kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan (preferent), adanya
kedudukan sebagai kreditur preferent dimaksudkan agar penerima
fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan
piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan
fidusia yang tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi
debitur atau pemberi fidusia.50

Berdasarkan ketentuan di atas, pemberi dan penerima fidusia diberikan

perlindungan terhadap hak dan kewajibannya berdasarkan objek jaminan fidusia

yang terdapat di dalam perjanjian kredit yang diadakan antara kreditur dengan

debitur terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur.

Menurut pasal 27 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia menjelaskan bahawa kreditur memilki kelebihan yaitu memiliki hak yang

didahulukan. Jadi pihakkreditur akan mengambil pelunsan piutangnya terlebih

dahulu atas hasil eksekusi dan apabila hasilnya melebihi piutangnya maka pihak

kreditur harus mengembalikan kepda debiur.

50 Amal Gunawan Abdul Wasir, Jurnal; Perlindugan Hukum Terhadap Kreditur Atas
Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,
(Bandung; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2013),
hal. 7
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2.4.4 Eksekusi Jaminan Fidusia

Menurut Subekti memberikan definisi tentang eksekusi yaitu :

“Upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna
mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum
(polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalakan untuk
melaksanakan bunyi putusan.”51

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia

(debitur) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Pemberi Fidusia wajib

menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka

pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak

menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi

dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek

Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang

berwenang. Pelaksanakan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29

sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia.

Pada saat eksekusi telah sah untuk dilakukan, maka undang-undang

memberi hak kepada Penerima Fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya

sebagai legal owner untuk mengambil penguasaan obyek Jaminan Fidusia.

Tata cara eksekusi jaminan fidusia dilakukan melalui:

1. Pelelangan Umum.

Undang-Undang Fidusia melindungi hak penerima fidusia untuk menjual

benda obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri sehingga tidak diperlukan

adanya klausul eigenmachtige verkoop sebagaimana terdapat dalam

eksekusi hak tanggungan.

Eksekusi obyek jaminan fidusia dilaksanakan oleh penerima fidusia tanpa

intervensi dari Pengadilan Negeri. Penerima Fidusia dapat langsung

melakukan penjualan obyek jaminan fidusia. Penjualan tersebut harus

51 Anyta Lydia, Op. Cit, hal. 36
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dilakukan melalui pelelangan umum oleh kantor lelang/ pejabat lelang.

Penerima Fidiusia berhak mengambil pelunasan utang dari hasil

penjualan tersebut dengan mengesampingkan kreditur konkuren

berdasarkan hak preference yang dimilikinya.

2. Penjualan di Bawah Tangan.

Syarat dalam melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia melalui

penjualan di bawah tangan, yaitu :

a) Penjualan tersebut harus berdasarkan kesepakatan kedua belah

pihak (pemberi dan penerima fidusia);

b) Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

c) Pelaksanaan penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1

(satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-

pihak yang berkepentingan;

d) Diumumkan sedikit-dikitnya melalui 2 (dua) surat kabar

setempat.52

Dalam pelaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia

diwajibkan untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Sebaliknya apabila Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek

Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak

mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat

meminta bantuan pihak yang berwenang.

Terdapat larangan janji berkaitan dengan eksekusi terhadap benda yang

menjadi objek Jaminan Fidusia, yaitu : (1) janji untuk melaksanakan eksekusi

terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang

bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal

31 Undang-Undang Jaminan Fidusia; dan (2) janji yang memberi kewenangan

kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia apabila debitur cidera janji. Bilamana terdapat janji yang demikian, maka

52 http://www.duniakontraktor.com/perjanjian-kredit-dan-permasalahannya/.html diakses
pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 08.00 WIB.
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setiap janji tersebut diancam dengan batal demi hukum.53

Dalam proses eksekusi kita mengetahui kita mengetahui bahwa asas
perjanjian “pacta sun servanda” yang menyatakan bahwa perjanjian
yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi
undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama
dalam hukum perjanjian. Perjanjian yang memberikan penjaminan
fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses
eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata
ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal
hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural
hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap
hukum materiil yang dikandungnya.54

Berdasarkan asas perjanjian pacta sun servanda yang menyatakan bahwa

perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-

undang bagi keduanya. Proses eksekusi dapat dilakukan apabila para pihak

mengajukan gugatan perdata terlebih dahulu ke PengadilanNegeri.

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terdapat kendala-kendala

dalam pelaksanaanya. Beberapa kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan

fidusia diantaranya adalah obyek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak

ketiga dan obyek jaminan fidusia tersebut musnah. Kendala-kendala tersebut

dapat menghambat pelaksanakan eksekusi jaminan fidusia serta menimbulkan

akibat hukum terhadap eksekusi tersebut.

53 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hal.296
54 RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, Tesis; Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam

Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira
Finance Kota Makasar, (Semarang; Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana
Universitas Diponogoro, 2010), hal. 30
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BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Pada Perjanjian Kredit

Dengan Jaminan Fidusia

Dalam kehidupan modern saat ini dengan semakin berkembangnya

kegiatan perekonomian, maka semakin besar juga tingkat keinginan dan

kebutuhan manusia. Pada dasarnya, manusia setiap hari selalu berhadapan dengan

segala macam kebutuhan dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada

umumnya berharap agar dapat hidup layak dan berkecukupan. Untuk memenuhi

semua kebutuhan hidupnya, seseorang harus melakukan atau mengadakan suatu

hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Bentuk hubungan dengan

orang lain itu salah satunya dengan cara melakukan suatu perjanjian kredit

melalui Bank, maupun pinjaman dari orang-perseorangan.

Pemberian kredit dari Bank (selaku kreditur) kepada nasabah kredit

(selaku debitur) harus selalu didasari adanya Perjanjian Kredit antara dua belah

pihak. Perjanjian Kredit harus dibuat dengan memerhatikan semua aspek Hukum

Perjanjian, terutama asas-asas Hukum Perjanjian dan syarat-syarat sahnya

Perjanjian.

Pemberian kredit dari Bank kepada debitur, selain harus didasari oleh

adanya unsur Kepercayaan, juga harus didasari adanya sebuah perjanjian kredit

yang bersifat tertulis dan pada umumnya diikat dengan akta notariil agar kepastian

hukumnya lebih menjamin. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Perbankan, pasal 8 ayat (2) secara tegas mensyratkan keharusan bank membuat

Perjanjian Kredit secara tertulis.

Penegertian perjanjian menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala,
perjanjian adalah suatau hubungan hukum kekayaan antara dua
orang/lebih atau kedua pihak, yang mana pihak yang satu berhak
menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain
berkewajiban memenuhi tuntutan itu.55

55 Djaja S. Meliala, Op. Cit, hal. 156
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Secara umum mengenai perjanjian yang diatur dalam Buku III

KUHPerdata ketentuan pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai berikut : “Suatu

persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih.” 56

Berdasarkan pengertian diatas terdapat istilah persetujuan dan bukan

perjanjian. Namun dengan kedua istilah yang berbeda ini tidak perlu

dipermasalahkan, karena pada dasarnya apa yang dimaksudkan adalah sama, yaitu

tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak.

Pasal 1313 KUHPerdata menerangkan bahwa terbentuknya suatu

perjanjian dikarenakan adanya suatu inisiatif atau kemauan dari satu orang lebih

yang sepakat untuk untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan satu

atau beberapa orang lain.

Asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Asas hukum

tersebut memberikan gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang

menjadi dasar hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas,

yaitu:

1. Asas konsensualisme

Sesuai dengan artinya konsensualisme adalah kesepakatan, maka asas ini

menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi kata

sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan

kesepakatan maka perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para

pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Asas ini terdapat

dalam pasal 1320 KUHPerdata.

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk

mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa aja dan macam apa saja,

asalkan perjanjiannya tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan,

dan undang-undang. Dalam KUHPerdata asas konsensualisme terdapat

dalam pasal 1338.

56 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis,(
Rineka Cipta, Jakarta, 2009), hal.163
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3. Asas kekuatan mengikat

Bahwa keterkaitan tidak terbatas pada apa saja yang diperjanjikan, tetapi

juga terdapat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan

oleh keputusan, kebiasaan dan undang-undang. Dalam KUHPerdata asas

kekuatan mengikat ini terdapat pada pasal 1339

4. Asas kepastian hukum

Kebebasan untuk memperjanjikan suatu hal mampu dengan siapa

melakukan perjanjian dengan tegas dilindungi dan dijamin oleh undang-

undang, asal tidak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri yang

sedang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, serta

ketertiban umum.

5. Asas itikad baik

Asas itikad baik di dalam hukum perjanjian hanya terdapat pada waktu

melaksanankan perjanjian. Dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata

menyebutkan, bahwa perjanjian harus dilaksankan dengan itikad baik.

Apa pun yang telah diperjanjikan oleh para pihak harus dilaksanankan

dengan penuh kejujuran sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Perjanjian kredit, seperti juga bentuk perjanjian pada umumnya, juga harus

dapat memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sahnya

Perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,

3. Suatu hal tertentu,

4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Mac Leod dalam Firdaus dan Ariyanti, pengertian kredit adalah

suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan bisa memperoleh

uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya

dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang.57

57 Firdaus, Rachmat, Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, (Alfabeta,
Bandung, 2011), hal. 2
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Pengertian “Kredit” menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perbankan, pasal 1 angka 11, adalah sebagai berikut :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.”58

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpukan bahwa unsur terpenting

dari kredit adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur terhadap peminjam

sebagai debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari

kreditur bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan dalam jangka waktu

tertentu sesuai dengan kesepakatan pinjam meminjam atau utang piutang anara

bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai piihak debitur.

Untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, bank

(kreditur) telah memiliki pedoman tertentu untuk menilai apakah sebuah usaha

layak atau tidak untuk dibiayai. Meskipun setiap bank memiliki pedoman dalam

pemberian kredit, akan tetapi pada prinsipnya pedoman yang bersifat umum

adalah Prinsip 5C. Menurut Suharno kelima prinsip-prinsip perkreditan sebagai

berikut:

1. Character (kepribadian)

Bila calon debitur baru pertama kali berhubungan dengan bank (kreditur),

untuk mengecek kepribadian agak sulit, apabila yang bersangkutan pandai

bermain sandiwara atau kepribadian ganda. Dengan berbekal pengalaman

di lapangan, kepribadian seseorang dapat diketahui melalui gaya bicara,

temperamen, kebiasaan sehari-hari, gaya hidup, pergaulan dan track

record dengan para supplier nya atau rekan-rekan bisnisnya.

2. Capasity (kemampuan)

Sumber utama pembayaran pinjaman adalah dari laba atas proyek yang

dibiayai. Secara sederhana kemampuan mengembalikan pinjaman dapat

58 Iswi Hariyani, dan  R. Serfianto D.P, Bebas Jeratan Utang Piutang, (Pustaka Yustisia,
Yogyakarta, 2010), hal.103
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dihitung dari laba ditambah penyusutan dan bandingkan dengan jumlah

pinjaman termasuk bunganya apakah nilainya lebih kecil atau besar.

3. Capital (permodalan)

Modal merupakan hal yang sangat penting, karena ada kalanya bank

mensyaratkan beberapa maksimum pinjaman yang wajar dibandingkan

dengan total modal yang dimiliki debitur.

4. Condition of Economic (kondisi ekonomi)

Faktor ekonomi sangan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup usaha

calon debitur, sebelum mengetahui secara mendalam mengenai bisnis

calon debitur. Teliti terlebih dahulu apakah ada peraturan pemerintah yang

dapat menghambat laju pertumbuhan usaha debitur pada waktu yang akan

datang.

5. Collateral (jaminan)

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendirisedangkan

jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan materiil dan non materiil.

Jaminan materiil berupa sertifikat tanah, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan

Bermotor), sertifikat deposito dan bukti pemilikan lainnya, sedamgkan

jaminan non materiil berupa personal guarantie dan corporate guaratie.

Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka

sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya

bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan.59

Dalam perjanjian kredit tersebut apabila debitur yang tidak mau atau tidak

sanggup membayar kredit atau utang maka debitur tersebut melakukan

wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk.

Prestasi mengandung arti bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan dalam suatu

perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak.

59 Suharno, Analisa Kredit, (Djambatan, Bandung, 2003), hal 13
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Menurut pasal 1234 KUHPerdata dalam suatu perjanjian dapat terdiri dari

tiga macam prestasi, yaitu :60

a. Memberikan sesuatu;

Dalam pasal 1235 dinyatakan :“Dalam tiap-tiap perikatan untuk

memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk

menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya

sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya.

b. Berbuat sesuatu;

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan

seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini

adalah melakukan perbuatan tertentu.

c. Tidak berbuat sesuatu;

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan

suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan tiga cara pelaksanakan kewajiban tersebut, dengan sendirinya

dapat diketahui bahwa wujud prestasi itu dapat berupa :61

a. Barang;

b. Jasa (tenaga atau keahlian);

Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

a. Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau

sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adaya ketentuan sulit untuk

menentukan apakah debetur telah memenuhi prestasi atau belum.

b. Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu

kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan.

c. Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan dan

ketertiban umum.

d. Prestasi harus mungkin dilaksanakan.

60 Ahmadi Miru, dan Sakka Pati., Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233
sampai 1456 BW, (Rajawali Pers, Jakarta, 2009), hal. 4

61 Ibid,



41

Wanprestasi  adalah keadaan dimana seorang telah lalai untuk memenuhi

kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Jadi wanprestasi merupakan

akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum.

Mengenai bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu sebagai berikut :62

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. Melaksanakan apa yang dijanjiakannya, tetapi tidak sebagaimana yang

dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Wanprestasi dihubungkan dengan perjanjian kredit adalah suatu keadaan

dimana seorang debitur yang dimaksud tidak memenuhi kewajiban. Kewajiban

debitur yang dimaksud adalah debitur harus membayar kembali kredit yang telah

dipinjamnya setelah jangka waktu tertentu.

Pemberian jangka waktu itu penting sebab jika tidak ditentukan batas

sampai tanggal berapa debitur paling lambat harus telah memenuhi prestasi maka

debitur akan beranggapan bahwa kreditur akan menerima prestasi yang

ditetntukan setiap waktu dan waktu tersebut dapat diulur-ulur sampai kapan saja

tanpa adanya wanprestasi. Adanya tenggang waktu tersebut betujuan untuk

mencegah debitur yang beritikad tidak baik yang hendak menunda-nunda

pemenuhan prestasi tersebut.

Mengenai jenis wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian kredit

tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau

tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit.

Wanprestasi dianggap sebagai seuatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang

telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan

yang dapat diterima oleh hukum.

Jika dihubungkan dengan kredit macet, ada tiga macam perbuatan yang

digolongkan dengan wanprestasi yaitu;

1. Debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta

bunganya;

62 Iswi Hariyani, dan  R. Serfianto D.P, Op. Cit, hal. 112
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2. Debitur membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya;

3. Debitur membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu

yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk debitur membayar

lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah di setujui

kreditur atas permohonan debitur.63

Debitur jika tetap tidak mau atau tidak mampu memenuhi perjanjian

kredit, maka debitur tersebut dapat digugat oleh pihak kreditur melalui Pengadilan

Negeri atas dasar wanprestasi. Dalam keaadaan tertentu, Bank sebagai kreditur

juga dapat melakukan Parate Eksekusi, yaitu eksekusi obyek jaminan tanpa

melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Agar Parate Eksekusi tersebut bisa

berjalan dengan lancar maka pada saat membuat perjanjian jaminan harus disertai

klausul berupa “janji” dari pihak debitur kepada pihak kreditur yang menyatakan

bahwa pihak debitur tidak akan keberatan terhadap pelaksanakan Parate Eksekusi

apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi. Aturan tentang Parate Eksekusi di

bidang Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 15 Undang- Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jadi, dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia apabila pihak debitur

cidera janji atau wanprestasi dan mengalami kredit macet maka dalam pasal 29

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jmainan Fidusia pihak kreditur

dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia

dengan cara pelaksanakan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal

15 ayat (2) oleh penerima fidusia atau kreditur.

63 Gatot Supramono, Op. Cit, hal. 268
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3.2 Tanggung Jawab Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Kredit dengan

Jaminan Fidusia

Lahirnya tanggung jawab hukum berasal dari adanya perikatan yang

melahirkan hak dan kewajiban. Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan hak dan

kewajiban (perikatan) bersumber  dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan

yang bersumber dari undang-undang terbagi lagi menjadi perbuatan menurut

hukum dan perbuatan melawan hukum. Hak dan kewajiban para pihak erat

kaitannya dengan masalah tanggung jawab. Mereka bertanggung jawab atas

segala akibat yang di timbulkan dari perjanjian yang telah dibuat.

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau

perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab

juga berarti sadar akan kewajibannya. Apabila dikaji tanggung jawab itu adalah

kewajiban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak

yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai

pengabdian, pengorbanan pada pihak lain. Kewajiban atau beban ditujukan untuk

kebaikan pihak yang berbuat sendiri atau pihak lain.

Ada beberapa pendapat tanggung jawab menurut para ahli yaitu : 64

a. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu

akibat lebih lanjut dari pelaksaan peranan, baik peranan itu merupakan hak

dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum

diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku

menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.

b. Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau

lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang

untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut

ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik

yangn dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara

64 http://infodanpengertian.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut-
para-ahli.htmldiakses pada tanggal 15 Juni 2016 pada pukul 13.19 WIB
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memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban,

demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Tanggung jawab dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang

terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki

ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan

melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan

undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan

dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum

yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan

hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang

dirugikan.

Tanggung jawab tersebut mengenai kewajiban untuk menebus

(mengganti) terhadap apa yang telah dilakukannya yang menimbulkan kerugian.

Dasar pertanggungjawaban adalah kewajiban membayar ganti rugi atas tindakan

yang menimbulkan kerugian, dan kewajiban untuk melaksanakan janji yang telah

dibuat atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab dalam

suatu perjanjian dapat timbul apabila terjadi suatu keadaan yang dinamakan

wanprestasi. Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) debitur dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang

dijanjikan;

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

4. Melakukan hal yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Ketentuan lain dalam tanggung jawab debitur dinyatakan dalam pasal

1239 KUHPerdata, “ tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak

berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan

penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan

bunga.
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Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan

melanggar hukum yaitu :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”65

Tanggung jawab perbuatan melanggar hukum untuk melakukan

pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian tersebut

baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan perbuatan melanggar

hukum tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara

hukum.

Secara teoritis, dikatakan bahwa tuntutan ganti rugi kerugian

berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan

apabila memenuhi empat unsur yaitu :66

a. Ada perbuatan melanggar hukum.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si

pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini

dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat

sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia

mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana

timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul

dari suatu perjanjian). Dalam hal ini si pelaku yaitu pihak debitur tidak

membyar kredit padahal pihak debitur mempunyai kewajiban untuk

membayar dan melunasi kredit.

b. Ada kesalahan.

Untuk dapat seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan

hukum, pasal 1365 KUH Perdata mengisyaratkan adanya kesalahan.

65 Ahmadi Miru, dan Sakka Pati., Op. Cit, hal. 96
66 Ibid, hal. 97
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Menurut R.Wirjono Prodjodikoro, bahwa :67

Bahwa pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan
dalam bentuk kesengajaan (opzet dolus) dan kesalahan dalam bentuk
kekurang  hati-hatian  (culpa).  Jadi  berbeda  dengan hukum  pidana
yang membedakan antara kesengajaan dengan hukum pidana yang
membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati”
Pihak kreditur harus mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri
dengan membawa bukti bahwa debitur tersebut melakukan
kesalahan. Oleh karena itu hakimlah yang harus menilai dan
mempertimbangkan berat ringannya kesalahan orang yang
melakukan perbuatan melawan hukum itu sehingga ditentukan ganti
rugi yang seadil-adilnya.

c. Ada kerugian.

Kerugian   yang   disebabkan  karena   perbuatan   melawan   hukum dapat

berupa:

Kerugian materil

Kerugian materil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya :

pihak debitur  tidak mau membayar semua pinjaman kredit kepada

kreditur dalam hal ini pihak kreditur akan mengalami kerugian

Untuk menentukan besarnya kerugian yang harus diganti umumnya harus

dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Pada asasnya yang dirugikan

harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan yang sesungguhnya

jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

d. Adanya Hubungan Kausalitas

Untuk menentukan ganti rugi terhadap orang yang melakukan perbuatan

melawan hukum selain harus ada kesalahan, disamping itu pula harus ada

hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan

kerugian tersebut.

Selain tanggung jawab perbuatan melawan hukum. KUHPerdata

melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali

67 http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perbuatan-melawan-hukum.html di
akses pada tanggal 22 Juni 2016 pada pukul 12.04 WIB
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dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam

hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar

kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang

dibebankan kepadanya maka debitur dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas

dasar itu debitur dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukum berdasarkan

wanprestasi.

Akibat hukum terjadinya wanprestasi maka debitur yang telah lalai dalam

melaksanankan kewajibannya, dapat dikenakan beberapa sanksi atau hukuman

KUHPerdata menjelaskan mengenai akibat hukum dari adanya wanprestasi yang

dilakukan oleh debitur antara lain :

1. Dalam perjanjian memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur

sejak terjadinya wanprestasi (pasal 1237 KUHPerdata);

2. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh

kreditur (pasal 1243 KUHPerdata);

3. Apabila perjanjian yang telah disepakati adalah perjanjian timbal balik,

maka krediturdapat menuntut perhitungan atau pembatalan perjanjian

melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdata);

4. Debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan

atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267

KUHPerdata).

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, dapat digolongkan menjadi

lima, yaitu :

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diberikan oleh

kreditur;

2. Dalam perjanjian timbal balik/bilateral wanprestasi dari satu pihak,

memberikan hak pada pihak lainnya untuk membatalkan atau

memutuskan perjanjian melalui hakim;

3. Resiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi,

ketentuan ini  hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
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4. Membayar perkara apabila diperkarakan di Pengadilan, debitur yang

telah terbukti melakukan wanprestasi tertentu dikalahkan dalam

perkara;

5. Memenuhi perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.68

Disamping debitur harus menanggung hal tesebut diatas, maka yang dapat

dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima

kemungkinan sebagai berikut:

1. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian, walaupun pelaksanaannya

terlambat;

2. Dapat menuntut penggantian kerugian, berdasarkan Pasal 1243

KUHPerdata, ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, rugi atau bunga;

3. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian;

4. Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian; dan

5. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.

Tanggung jawab yang harus di lakukan oleh debitur yaitu :

a. Debitur wajib membayar denda sebagai ganti kerugian

Setiap debitur yang terlambat dalam memenuhi prestasinya maka akan

dikenakan denda dan jumlah angsuran pokok dan dikaitkan dengan suku

bunga tiap bulannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

b. Jaminan debitur akan disita oleh piha bank (kreditur)

Debitur yang wanprestasi akan mendapatkan teguran secara lisan oleh

pihak bank. Apabila debitur tetap tidak menghiraukan teguran tersebut

sebanayak tiga kali. Pihak bank selaku kreditur akan menyita obyek

jaminan  dari pihak debitur.

c. Debitur harus menjual aset usaha yang digunakannya sebagai jaminan

pokok.

Apabila dianggap tidak sanggup lagi memenuhi prestasinya, maka pihak

bank (kreditur) akan menyuruh debitur agar menjual aset-aset dari

usahanya untuk melunasi pinjaman beserta dengan denda dan bunga.

68 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004), hal. 29
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d. Bank (kreditur) akan menjual jaminan tambahan debitur.

Setelah debitur yang wanprestasi tersebut telah menjual seluruh aset-aset

usahanya namun belum juga mampu melunasi seluruh pinjaman, bunga

dan juga denda dari tunggakannya, maka pihak bank (kreditur) akan

melakukan eksekusi terhadap jaminannya dengan jalan lelang terhadap

barang jaminan yang didalam perjanjian kredit debitur melakukan

wanprestasi, maka eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan

titel eksekutorial yang melekat pada jaminan tersebut sesuai pasal 29

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Dengan demikian debitur harus bertanggung jawab dengan  membayar

semua kerugian yang diderita oleh kreditur apabila debitur tetap tidak bisa

membayar maka akan di ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selain itu di dalam

perjanjian kredit dengan jaminan fidusia telah dijelaskan bahwa pihak kreditur

sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi obyek

jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila pihak debitur melakukan

wanprestasi. Sedangkan pihak debitur selaku pemberi fidusia memiliki kewajiban

yaitu wajib menyerahkan benda obyek jaminan fidusia dalam rangka

pelaksanakan eksekusi.

Selain itu di dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanakkan eksekusi

jaminan fidusia apabila pemberi jaminan fidusia tidak menyerahkan benda yang

menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, jika perlu dapat meminta bantuan pihak

yang berwajib.

Apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia

(kreditur) wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia

(debitur). Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang

debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar dijelaskan dalam

pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
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3.3 Cara Penyelesaian Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Kredit

dengan Jaminan Fidusia

Dalam upaya cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit

dengan jaminan fidusia hukum di Indonesia pada dasarnya menganut dua cara

dalam penyelesaian sengketa yaitu non-litigasi dan litigasi.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau non-litigasi merupakan salah

satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat

dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya.

Penyelesaian Kredit Macet di Bank dapat dilakukan di luar pengadilan

dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative

Dispute Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar

hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini menghasilkan kesepakatan

yang bersifat win-win solution atau saling menguntungkan satu sama lain yang

dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan

karena hal prosedural dan administrative, menyelesaikan masalah secara

komperhensif dalam kebersamaandan tetapmenjaga hubungan baik. Penyelesaian

sengketa diluar pengadilan ini lebih banyak dipilih karena proses peradilan di

Indonesia dianggap tidak efisien dan tidak efektif.

Landasan hukum penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi :

a. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat

secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi yang mebuatnya.

Ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka artinya dalam

menyelesaikan masalah setiap orang bebas memformulasikannya dalam

bentuk perjanjian yang isinya apapun untuk dapat dijalankan dalam rangka

menyelesaikan masalah selanjutnya sebgaimana ditentukan dalam pasal

1340 KUHPerdata bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak

yang membuatnya. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi

membuat ketentuan tersebut menjadi penting dalam hal mengingatkan

kepada para pihak yang bersengketa bahwa kepadanya diberikan
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kebebasan oleh hukum memilih jalan dalam menyelesaikan masalahnya

yang dapat dituangkan dalam perjanjian, asal perjanjian itu dibuat secara

sah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan

dalam pasal 1320 KUHPerdata.

b. Pasal 1266 KUHPerdata menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu

dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, jika salah satu pihak tidak

memenuhi kewajibannya. Ketentuan pasal tersebut sangat penting untuk

mengingatkan para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur yang membuat

perjanjian dalam menyelesaikan masalahnya bahwa perjanjian harus

dilaksanakan secara konsekuen oleh kedua belah pihak.

c. Pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 KUHPerdata tentang perdamaian,

yang menyatakan bahwa perdamaian adalah perjanjian, oleh sebab itu

perjanjian perdamaian itu sah jika dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya

perjanjian dan dibuat secara tertulis. Perdamaian dapat dilakukan di dalam

Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara

non litigasi, perdamaian dibuat diluar Pengadilan yang lebih ditekankan

yaitu bagaimanapun sengketa hukum dapat diselesaikan dengan cara

perdamaian diluar Pengadilan dan perdamaian itu mempunyai kekuatan

untuk dijalankan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

d. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase yaitu dengan cara penyelesaian

sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan kepada

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis sebelum atau sesudah

sengketa dengan menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk memberi

putusan atas sengketa, dan selanjutnya yang dimaksud dengan alternatif

penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam pasal

1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan :

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur

yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian diluar
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pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi,

konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Penyelesaian  sengketa alternatif (Alternatif Dispute Resulotion) dapat

dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :

1. Negoisasi yaitu upaya penyelesaian segketa tanpa melalui proses peradilan

dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang

lebih harmonis dan kreatif. Di sini para pihak berhadapan langsung dalam

mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif

dan saling terbuka.69

2. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan

kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak

membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang

fasilitator untuk terlaksananaya dialog antar pihak dengan suasana

keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.70

Elemen mediasi terdiri dari;

1) Penyelesaian sengketa sukarela,

2) Intervensi atau bantuan,

3) Pihak ketiga yang tidak berpihak,

4) Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus,

5) Partisipasi aktif.

Penyelesaian sengketa melalui Mediasi tidak ada unsur paksaan

antara para pihak dan mediator, karena para pihak secara sukarela meminta

kepada mediator untuk membantu penyelesaian konflik yang sedang

mereka hadapi. Oleh karena itu, mediator berkedudukan sebagai

pembantu, walaupun ada unsur intervensi terhadap pihak-pihak yang

berseteru. Dalam kondisi demikian, mediator harus bersifat netral sampai

diperoleh keputusan yang hanya ditentukan oleh para pihak. hanya saja

dalam proses penyelesaian konflik tersebut mediator berpartisipasi aktif

69 Iswi Hariyani,  dan . R. Serfianto D.P, Op. Cit, hal. 158
70 Ibid, hal. 159
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membantu para pihak menemukan berbagai perbedaan presepsi atau

pandangan.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan

mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai

penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian

ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Mediator diartikan

sebagai pihak yang tidakmemihak dalam membantu pelaksanakan mediasi.

Sepanjang lembaga mediasi perbankan yang independen belum terbentuk

maka fungsi perbankan dilaksakan BI.

Fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan BI hanya terbatas

pada penyediaan tempat, membantu nasabah dan bank untuk

mengemukakan pokok permasalahan yang menjadi sengketa, penyediaan

narasumber, dan mengupayakan tercapainya kesepakatan penyelesaian

sengketa antara debitur dan bank (kreditur). Selanjutnya mengingat

independensi dan kredibilitas penyelenggaraan mediasi perbankan

merupakan faktor utama yang harus ditegakan maka proses beracara dalam

mediasi perbankan ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan

international best practices dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku agar penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan tidak

merugikan kedua belah pihak.

3. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang para pihaknya secara

sukarela mencari penyelesaian melalui perundingan untuk menyelesaikan

suatu masalah dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak.71

4. Arbitrase cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau

peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar

perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau

sesudah terjadinya sengketa.72

71 Ibid, hal. 160
72 Ibid, hal. 161
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Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan

sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan

diputus oleh hakim, yang mana melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai

sebuah win-win solution atau solusi yang memperhatikan kedua belah pihak

karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi

pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Penyelesaian secara

litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur wanprestasi dapat dilakukan dengan

cara yaitu:

a. Mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan

hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta. Dengan cara

tersebut dapat dijadikan salah satu cara penyelesaian kredit macet yang

lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan mengajukan gugagtan perdata

atas dasar wanprestasi. Grosse Akta Pengakuan Utang merupakan

eksekusi pengecualian yang diatur pasal 224 HIR dan pasal 258 Rbg,

yakni eksekusi yang dijalankan melalui penetapan Ketua Pengadilan

Negeri, dan tidak memerlukan putusan pengadilan yang bersifat tetap.

Dengan aturan ini maka eksekusi tersebut dappat dilakukan lebih cepat

dan lebih mudah.73

b. Gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi.

Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri (PN) atas dasar

wanprestasi (ingkar janji) dapat dijadikan opsi oleh Bank (kreditur) untuk

menyelesaikan kredit macet. Opsi ini dapat ditempuh apabila pihak bank

(kreditur) tidak dapat melakukan eksekusi grosse akta melalui Pengadilan

Negeri disebabkan antara lain perjanjian kreditnya tidak diiringi

pembuatan grosse akta pengakuan utang yang dibuat secara notariil.74

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut pihak kreditur

agar mendapat perlindungan hukum, maka sebagaimana yang diatur dalam

Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan

fidusia harus dibuat dengan akta otentik agar muncul asas spesialitasnya. Asas ini

73 Ibid, hal. 182
74 Ibid, hal. 186
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terdapat pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan

bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris

dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

Selanjutnya akta jaminan Fidusia didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor

Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang

Jaminan Fidusia bahwa benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib

didaftarkan.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:75

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang

berkepentingan.

2. Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia

terhadap kreditur yang lain.

Pendaftaran akta jaminan Fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia

yaitu kreditur haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:76

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

1) Nama lengkap

2) Agama

3) Tempat tinggal/ Tempat kedudukan

4) Tempat lahir / jenis kelamin

5) Status perkawinan

6) Pekerjaan

b. Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris

yang membuat akta jaminan fidusia.

c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

d. Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan

fidusia.

e. Nilai penjamin

f. Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

75 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers,
2011, hal.82

76 Ibid, hal. 83



56

Sesuai pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa Kantor

Pendaftaran Jaminan Fidusia yang menerima pendaftaran tersebut akan memuat

jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan

tanggal penerimaan pendaftaran. Hal ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran

Fidusia melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran

Jaminan Fidusia.

Berdasarkan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, maka sesuai dengan

pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia

akan menerbitkan dan menyerahkan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima

Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan

pendaftaran.

Jika ketentuan tersebut terpenuhi, maka hak kreditur mendapat

perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Jaminan

Fidusia. Kedudukan penerima fidusia menjadi kreditur preference. Yang

dimaksud dengan hak preference atau hak mendahului menurut pasal 27 ayat (2)

Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu: “hak penerima fidusia untuk mengambil

pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut kreditur sebagai Penerima Fidusia

memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk menjual atau

mengeksekusi benda Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji atau

wanprestasi.

Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang

menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya terjadi

eksekusi adalah karena debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat

pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pihak debitur telah diberikan

somasi.

Dalam pasal 15 ayat 3 “apabila debitor cidera janji, penerima fidusia

mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas

kekuasaannya sendiri” yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu apabila pihak

debitur wanprestasi atau cidera janji maka pihak kreditur dapat mengeksekusi

jaminan fidusia tersebut secara langsung. Karena di dalam sertifikat jaminan
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fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

pengadilan.

Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia menyatakn bahwa :

1. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda

yang menjadi obyek jamian fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15

ayat 2 oleh penerima fidusia;

b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia melalui lelang

atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum serta

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan

pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh

harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c

dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara

tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang

beredar di daerah yang bersangkutan.

Ada 3 (tiga) cara Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan pasal 29 Undang-

undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

1. Eksekusi langsung dengan title eksekutorial yang berarti kekuatannya

dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.

Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 15 ayat (2) yang menggunakan irah-

irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA” yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan

pengadilan yang bersifat tetap. Pelaksanakan eksekusi dengan titel

eksekutorial yaitu tulisan yang mengandung pelaksanakan putusan

pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita

(executorial verkoop) tanpa perantaraan hakim.
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2. Pelelangan Umun

Eksekusi fidusia ini dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh

penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum yaitu Kantor lelang,

dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran

tagihan penerima fidusia  parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat

dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 29

ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia.

3. Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan

tetapi harus memenuhi syarat-syarat. Penjualan dibawah tangan dapat

dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima

fidusia

b. Apabila penjualan tersebut dicapai harga tertinggi  yang

menguntungkan para pihak.

c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia

kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

d. Diumumkan dengan sedikitnya dua surat kabar yang berada di daerah

tersebut.

e. Pelaksanakan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak

diberitahukan secara tertulis.

Penjualan dibawah tangan dilakukan untuk memperoleh biaya tertinggi

dan menguntungkan kedua belah pihak. penjualan yang dilakukan dibawah tangan

harus diotentikkan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah di

pengadilan. Untuk penjualan dibawah tangan harus dengan persetujuan dari

pemberi dan penerima fidusia serta dilakukan setelah lewat satu bulan sejak

diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta

diumukan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang

bersangkutan. Fidusia yang dilakukan dibawah tangan tidak dapat dijerat dengan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jmainan Fidusia karena tidak sah

atas legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.
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Eksekusi fidusia secara di bawah tangan lebih menguntungkan daripada

cara yang lainnya, biasanya di dalam praktik eksekusi tersebut tidak mudah

dilakukan mulai dari kreditur menarik barang, membuat kesepakatan, dan

penjualan di bawah tangan. Hambatan menarik barang bergerak adalah apabila

yang dijaminkan berupa kendaraan angkutan, debitur dapat berdalih masih dipakai

untuk mencari penghasilan. Sementara untuk membuat kesepakatan kendalanay

berupa waktu yang di tunda terus menerus karena kesibukan masing-masing pihak

dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan berjalan cukup sulit. Sedangkan

apabila terjadi kesepakatan sering kesulitan mendapatkan calon membeli yang

bersedia membeli dengan harga yang tertinggi.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia, maka menurut

pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia pemberi fidusia wajib menyerahkan

Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksankan eksekusi

Jaminan Fidusia apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi

obyek jaminan fidusia tersebut dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Yang dimaksud dengan pihak berwenang dalam pelaksanakan pengambilan obyek

jaminan fidusia  dari tangan pemberi fidusia adalah pihak POLRI atau Pengadilan

Negeri (PN) berdasarkan pasal 200 ayat (11) HIR dan pasal 218 ayat (2) Rbg.

Menurut pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia apabila benda yang

menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang

dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualanya dapat dilakukan di tempat-tempat

tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua

kemungkina dari hasil pelelangan atau penjualan barang Jaminan Fidusia dalam

pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu:77

1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib

mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau

Pemberi Fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Ada 2 (dua) janji yang dilarang dalam pelaksanakan eksekusi objek

Jaminan Fidusia, yaitu:

77 Ibid, hal. 91
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1. Janji melaksanakan eksekusi  terhadap benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999

2. Janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki

benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji di

atur pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Kedua macam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum yang berarti

semula perjanjian itu dianggap tidak ada. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke

pengadilan, tetapi pihak-pihak yang berkepentingan dapat menempuh prosedur

eksekusi biasa lewat gugatan ke pengadilan. Keberadaan undang-undang tersebut

dengan macam-macam eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara

yang umum tentang eksekusi umum melalui gugatan ke Pengadilan Negeri yang

berwenang. Selain itu apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan

adanya eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui proses peradilan maka satu-

satunya langkah hukum yaitu melakukan gugatan ke peradilan umum.

Pada masalah yang terjadi dalam debitur yang wanprestasi dalam

perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut perlu adanya penyelesaian

dengan cara debitur harus melunasi atau membayar semua utang atau kerugian

yang diderita oleh kreditur. Apabila pihak debitur tetap melalaikan tanggung

jawabnya maka pihak kreditur akan melakukan upaya penyelesaian sengketa

melalui jalur hukum yaitu dengan melakukan gugatan secara perdata di

Pengadilan.

Penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi pihak kreditur akan

mengajak pihak debitur untuk bermusyawarah permasalahan guna menemukan

jalan terbaik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Penyelesaian yang dapat

dilakukan seperti negoisasi maupun mediasi dengan adanya saling keterbukaan

dari para pihak maka akan ditemukan upaya damai dalam penyelesaian perjanjian

kredit tersebut sehingga tidak sampai dilakukan gugatan perkara perdata di

Pengadilan Negeri terlebih dahulu melalui proses hukum acara yang normal

hingga turunnya putusan dari pengadilan.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilkukan pada bab-bab sebelumnya,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit

tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak

mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam

Perjanjian Kredit. Wanprestasi dianggap sebagai seuatu kegagalan untuk

melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak

melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum.

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

bahwa Bank sebagai kreditur juga dapat melakukan Parate Eksekusi, yaitu

eksekusi obyek jaminan tanpa melalui penetapan Ketua Pengadilan

Negeri. Agar Parate Eksekusi tersebut bisa berjalan dengan lancar maka

pada saat membuat perjanjian jaminan harus disertai klausul berupa “janji”

dari pihak debitur kepada pihak kreditur yang menyatakan bahwa pihak

debitur tidak akan keberatan terhadap pelaksanakan Parate Eksekusi

apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi

2. Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan

jaminan fidusia adalah menurut pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun

1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia

wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka

pelaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Namun apabila hasil eksekusi

tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab

atas utang yang belum terbayar sebagaimana yang terdapat didalam pasal

34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan

fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia pasal 15 ayat 3 “apabila debitor cidera janji, penerima fidusia
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mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

atas kekuasaannya sendiri” yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu

apabila pihak debitur wanprestasi atau cidera janji maka pihak kreditur

dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung. Karena di

dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak kreditur harus dapat mengantisipasi hal-hal yang

dilakukan debitur yang akan merugikannya (kreditur) oleh karena itu

pihak debitur dan pihak kreditur harus mengatur bentuk-bentuk

wanprestasi di dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak agar

tidak merugikan kedua belah pihak khususnya kreditur. .

2. Sebaiknya para pihak dalam melakukan perjanjian harus memiliki itikat

baik agar kedua belah piihak tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini

debitur yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas

perbuatan yang dilakukannya kepada kreditur dengan cara mengganti

kerugian dan semua utang beserta bunganya.

3. Sebaiknya para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur agar dapat

menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan debitur pada kreditur

hendaknya diselesaikan secara itikat baik yaitu melalui cara di luar

pengadilan atau non litigasi agar kedua belah tidak saling dirugikan dan

apabila debitur tidak dengan itikat baik untuk menyelesaikan wanprestasi

yang dilakukan hendaknya kreditur dapat menyelesaikan masalah dengan

litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 42 TAHUN 1999 

TENTANG 

JAMINAN FIDUSIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

Menimbang: 

a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas 
tersedianya dana, perlu diimbangi dengan dadanya ketentuan hukum yang jelas dan 
lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan; 

b. Bahwa jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih 
didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan 
secara lengkap dan komprehensif; 

c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan 
nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan 
hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap 
mengenai Jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran 
fidusia; 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c 
dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan fidusia. 

 

Mengingat: 

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1). dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 

 

Dengan Persetujuan: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 
penguasaan pemilik benda. 

2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang 
tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani 
hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,sebagai 
agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. 
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3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. 

4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun 
yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun 
yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. 

5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi 
obyek Jaminan Fidusia. 

6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang 
pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. 

7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik 
dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun 
kontinjen. 

8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. 

9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. 

10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda 
dengan Jaminan Fidusia. 

 

Pasal 3 

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap: 

a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan 
perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib 
didaftarkan; 

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih; 

c. Hipotek atas pesawat terbang; dan 

d. Gadai. 

 

BAB III 

PEMBEBANAN, PENDAFTARAN,PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA 

 

Bagian Pertama 

Pembebanan Jaminan Fidusia 

 

Pasal 4 

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan 
kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. 

 

Pasal 5 

1. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa 
Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. 

2. Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 6 

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat: 
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a. identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia; 

b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 

c. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia; 

d. nilai penjaminan; dan 

e. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 

 

Pasal 7 

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa: 

a. utang yang telah ada; 

b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; 
atau 

c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok 
yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. 

 

Pasal 8 

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau 
wakil dari Penerima Fidusia tersebut. 

 

Pasal 9 

(1). Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda,termasuk 
piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. 

(2). Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. 

 

Pasal 10 

Kecuali diperjanjikan lain: 

a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia. 

b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan 
Fidusia diasuransikan. 

 

Bagian Kedua 

Pendaftaran Jaminan Fidusia 

 

Pasal 11 

(1). Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. 

(2). Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara 
Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku. 

 

Pasal 12 

(1). Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan 
pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 

(2). Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja 
mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 

(3). Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup 
tugas Departemen Kehakiman. 

(4). Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan 
penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden. 
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Pasal 13 

(1). Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau 
wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. 

(2). Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat: 

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; 

b. tanggal,nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat 
akta Jaminan Fidusia; 

c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 

d. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia; 

e. nilai penjaminan; dan 

f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 

(3). Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada 
tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. 

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya 
pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 14 

(1). Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia pada 
tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. 

(2). Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan 
tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2). 

(3). Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia 
dalam Buku Daftar Fidusia. 

 

Pasal 15 

(1). Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) 
dicantumkan kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 
ESA". 

(2). Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan 
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 

(3). Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang 
menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. 

 

Pasal 16 

(1). Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan 
Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib 
mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran 
Fidusia. 

(2). Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan 
permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar 
Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan 
dari Sertifikat Jaminan Fidusia. 

 

Pasal 17 

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan 
Fidusia yang sudah terdaftar. 

 

Pasal 18 
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Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia yang ada pada Kantor 
Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum. 

 

Bagian Ketiga 

Pengalihan Jaminan Fidusia 

 

Pasal 19 

(1). Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi 
hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru. 

(2). Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor 
baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. 

 

Pasal 20 

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan 
siapapun Benda tersebut berada., kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek 
Jaminan Fidusia. 

 

Pasal 21 

(1). Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia 
dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. 

(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera 
janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga. 

(3). Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan obyek yang setara. 

(4). Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul 
karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi obyek 
Jaminan Fidusia pengganti dari obyek Jaminan fidusia yang dialihkan. 

 

Pasal 22 

Pembeli benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas 
dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan 
ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan 
harga pasar. 

 

Pasal 23 

(1). Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila 
Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, 
menggabungkan,mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi 
obyek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi 
atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan 
Jaminan fidusia. 

(2). Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain 
Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, 
kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. 

 

Pasal 24 

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi 
Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar 
hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi obyek Jaminan 
Fidusia. 
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Bagian Keempat 

Hapusnya Jaminan Fidusia 

 

Pasal 25 

(1). Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut: 

a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; 

b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau 

c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 

(2). Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim 
asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b. 

(3). Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya 
Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan 
mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi obyek 
Jaminan Fidusia tersebut. 

 

Pasal 26 

(1). Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor 
Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia. 

(2). Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat 
Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. 

 

BAB IV 

HAK MENDAHULUI 

 

Pasal 27 

(1). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. 

(2). Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia 
untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek 
Jaminan Fidusia. 

(3). Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau 
likuidasi Pemberi Fidusia. 

 

Pasal 28 

Apabila atas Benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian 
Jaminan Fidusia,maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, diberikan 
kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 

 

Pasal 29 

(1). Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi 
obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: 

a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh 
Penerima Fidusia; 

b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima 
Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari 
hasil penjualan; 

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan 
Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang 
menguntungkan para pihak. 

(2). Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah 
lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau 
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Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya 
dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. 

 

Pasal 30 

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka 
pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. 

 

Pasal 31 

Dalam hal Benda yang obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang 
dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 32 

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia 
dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan 
pasal 31, batal demi hukum. 

 

Pasal 33 

Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang 
menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum. 

 

Pasal 34 

(1). Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan 
kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. 

(2). Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung 
jawab atas utang yang belum terbayar. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 35 

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara 
apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah 
satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- 
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

 

Pasal 36 

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek 
jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 37 

(1). Pembebanan Benda yang menjamin obyek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum 
berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
Undang-undang ini. 
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(2). Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya 
Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan 
ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan 
akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1). 

(3). Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan 
penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas 
kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. 

 

Pasal 38 

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan 
perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau 
diperbaharui. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 39 

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam 
jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan. 

 

Pasal 40 

Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia. 

 

Pasal 41 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Disahkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 30 September 1999 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

 

Diundangkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 30 September 1999 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

MULADI 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 168 
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PENJELASAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 42 TAHUN 1999 

TENTANG 

JAMINAN FIDUSIA 

 

I. UMUM 

1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan 
salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila dan UUD1945. dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan 
yang berkesinambungan,para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun 
masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang 
besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula 
kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. 

2. Selama ini, kegiatan pinjam meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau 
hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari pasal 51 Undang-undang Nomor 5 
Tahun1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti 
dari lembaga Hipotek atas tanah dan credietverband. 

Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah Gadai, 
Hipotek selain tanah,dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan 
Jaminan Fidusia adalah pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 
Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun 
di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. 
Selain itu, Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur 
mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang 
dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. 

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda 
sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini 
digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses 
pembebanannya dianggap sederhana,mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin 
adanya kepastian hukum. 

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk 
menguasai Benda yang dijaminkan,untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai 
dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang 
menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam 
bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi 
obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun 
benda tak bergerak. 

3. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat 
mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu 
kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang 
berkepentingan. 

Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para 
pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya 
karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang 
menerima fidusia, Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah 
dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. 

Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek 
Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan 
(inventory), benda dagangan,piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh 
karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka 
menurut Undang-undang ini obyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas 
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yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak 
bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan 
dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan. 

Dalam Undang-undang ini,diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna 
memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan 
pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada 
Penerima Fidusia terhadap kreditor lain Karena Jaminan Fidusia memberikan hak 
kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi obyek 
Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan,maka diharapkan sistem pendaftaran 
yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak 
Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda 
tersebut. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas 

 

Pasal 2 

Cukup jelas 

 

Pasal 3 

Huruf a 

Berdasarkan ketentuan ini,bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak 
tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan,dapat 
dijadikan obyek Jaminan Fidusia. 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf d 

Cukup jelas 

 

Pasal 4 

Yang dimaksud dengan " prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat 
sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai 
waktu (jam)pembuatan akta tersebut. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

 

Pasal 6 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan"identitas" dalam Pasal ini adalah meliputi nama lengkap, agama,tempat 
tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin,status perkawinan, dan 
pekerjaan. 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan"data perjanjian pokok" adalah mengenai macam perjanjian dan utang 
yang dijamin dengan fidusia. 

Huruf c 

Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan 
mengidentifikasikan Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. 

Dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan 
(inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, 
atau portfolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai 
jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut. 

Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Cukup jelas 

 

Pasal 7 

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontinjen", misalnya utang 
yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka 
pelaksanaan garansi bank. 

Huruf c 

Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya 
lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian. 

 

Pasal 8 

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia 
dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. 

Yang dimaksud dengan"kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia 
untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia. 

Yang dianggap dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili 
Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali amanat dalam mewakili 
kepentingan pemegang obligasi. 

 

Pasal 9 

Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas 
membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini 
menunjukkan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal Benda 
yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang. 

 

Pasal 10 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan"hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia" adalah segala 
sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia. 

Huruf b 

Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu diasuransikan, 
maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima Fidusia. 

 

Pasal 11 
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Pendaftaran Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan 
Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar 
wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan 
kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia 

 

Pasal 12 

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan 
bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis. 

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap, sesuai 
dengan keperluan, di ibukota propinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 

Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II maka wilayah kerja 
Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di 
lingkungan wilayahnya. 

Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat II, dapat disesuaikan dengan Undang-
undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap 
kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya 
melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2). 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi 
pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tidak berwujud lainnya. 

 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat 
dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk 
melaksanakan putusan tersebut. 

Ayat (3) 

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila 
pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu 
diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi. 
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Pasal 16 

Ayat (1) 

Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus 
diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam 
rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

 

Pasal 17 

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitor maupun penjaminan pihak ketiga, tidak 
dimungkinkan atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas 
Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas 

 

Pasal 19 

"Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah "cessie"yakni pengalihan 
piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, 
maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beraih kepada Penerima Fidusia baru dan 
pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia. 

 

Pasal 20 

Ketentuan ini mengikuti prinsip "droit de suite" yang telah merupakan bagian dari peraturan 
perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan(in rem). 

 

Pasal 21 

Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan 
yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima 
Fidusia, maka Benda yang dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara. 

Yang dimaksudkan dengan"mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam 
rangka kegiatan usahanya. 

Yang dimaksud dengan"setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Yang dimaksud dengan 
"cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian 
Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya. 

 

Pasal 22 

Yang dimaksud dengan"harga pasar" adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat 
penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi 
Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut. 

 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan"menggabungkan" adalah penyatuan bagian-bagian dari Benda tersebut. 

Yang dimaksud dengan"mencampur" adalah penyatuan Benda yang sepadan dengan benda yang 
menjadi obyek Jaminan Fidusia. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan"benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin 
produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 
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Pasal 24 

Cukup jelas 

 

Pasal 25 

Ayat (1) 

Sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada 
adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya 
utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan 
menjadi hapus. 

Yang dimaksud dengan"hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang 
berupa keterangan yang dibuat kreditor. 

Ayat (2) 

Dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut diasuransikan 
maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek Jaminan Fidusia tersebut. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

 

Pasal 26 

Cukup jelas 

 

Pasal 27 

Ayat (1) 

Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi obyek Jaminan 
Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak 
agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan bahwa Undang-undang 
tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berada di luar 
kepailitan dan atau likuidasi. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas 

 

Pasal 29 

Cukup jelas 

Pasal 30 

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada 
waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek 
Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas 

 

Pasal 32 

Cukup jelas 
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Pasal 33 

Cukup jelas 

 

Pasal 34 

Cukup jelas 

 

Pasal 35 

Cukup jelas 

 

Pasal 36 

Cukup jelas 

 

Pasal 37 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak 
mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau 
likuidasi. 

 

Pasal 38 

Cukup jelas 

 

Pasal 39 

Cukup jelas 

 

Pasal 40 

Cukup jelas 

 

Pasal 41 

Cukup jelas 
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